
 
 

 
 

BUPATI CILACAP, 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI  CILACAP 

NOMOR   57   TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP 

 NOMOR 260 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  CILACAP, 
 

Menimbang  :  a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa 

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan 

kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang 
obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah 

dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai ; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap 

Nomor 260 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan 

Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 42 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 

260 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 

Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cilacap Tahun 2019;  

  c. bahwa dalam rangka meningkakan kesejahteraan pegawai dan 

perkembangan sesuai kebutuhan, maka Peraturan Bupati 

Cilacap Nomor 260 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan 

Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b, perlu diubah untuk disesuaikan; 

 

 

 

 

 

 



  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 260 Tahun 2018 tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2019; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5135); 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif 

Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas 

Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5174); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5258); 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor  114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian 

Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai 

Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan 

Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 

Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, 

Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri 

Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima 

Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6348); 

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017  Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6037);  

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian 

Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik 

Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima 

Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 6349); 

17.  Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 

2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Nomor 134); 

18.  Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Cilacap Tahun Angggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cilacap Tahun 2018 Nomor 20); 

 

 

 



MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 260 TAHUN 2018 
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019. 

 

 
Pasal  I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 260 Tahun 2018 

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten 

Cilacap Tahun 2018 Nomor 260), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Cilacap. 
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai 

Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 

untuk menduduki jabatan pemerintahan. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Cilacap. 

7. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji 

dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada 

PNS yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD. 
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara. 

9. Bobot jabatan adalah penetapan proporsi tambahan penghasilan pegawai 

berdasarkan unsur-unsur dampak hasil pekerjaan, wewenang, tanggung 
jawab, korelasi jabatan, ruang lingkup jabatan, tingkat kesulitan dan 

kompleksitas pekerjaan dengan mempertimbangkan kelas jabatan, nilai 

jabatan, beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja/risiko pekerjaan, 

rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya. 

10. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan 
tugas jabatan. 

11. Kehadiran Kerja adalah kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas 

jabatannya sesuai ketentuan hari dan jam kerja. 

12. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang 
kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang 

yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai 

oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, instansi atau lembaga Pemerintah 

maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 



 

13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan 

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 

produktivitas. 

14. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama milik Pemerintah Daerah yang malakukan pelayanan kesehatan 

perorangan yang bersifat non spesifik untuk keperluan observasi, diagnosis 

perawatan, pengobatan dan / atau pelayanan kesehatan lainnya. 

15. Pelaksana tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pegawai Negeri Sipil 
yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat 

struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena 

berhalangan tetap.  

16. Pelaksana harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pegawai Negeri Sipil 

yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat 
struktural definitif yang tidak dapat melaksankan tugas karena 

berhalangan sementara.  

17. Pejabat yang selanjutnya disebut Pj adalah Pegawai Negeri Sipil yang 

ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural lain untuk 
sementara. 

18. Tambahan Penghasilan Pegawai THR adalah tambahan penghasilan yang 

merupakan salah satu komponen di dalam pemberian Tunjangan Hari 

Raya. 

19. Tambahan Penghasilan Pegawai Ketiga belas adalah tambahan Penghasilan 
yang merupakan salah satu komponen di dalam pemberian Gaji Ketiga 

belas. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 4 

 

(1) Tambahan Penghasilan diberikan sebanyak 14 (empat belas) kali dalam 1 
(satu) tahun. 

(2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 

didalamnya Tambahan Penghasilan Pegawai THR dan Tambahan 

Penghasilan Pegawai Ketiga belas. 

(3) Besaran Tambahan Penghasilan Kepada PNS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Tambahan Penghasilan kepada CPNS diberikan sebesar 80% (delapan 

puluh perseratus) dari besaran standar yang ditetapkan dengan tetap 

mengacu pada ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan sepanjang 
tersedia anggaran. 

 

3.  Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 15A, 

yang berbunyi sebagai berikut :  

 
       Pasal 15A 

 

(1)  Tambahan Penghasilan Pegawai THR dibayarkan Bulan Juni 2019 sebesar 

Tambahan Penghasilan Pegawai  Bulan April 2019. 
(2)  Tambahan Penghasilan Pegawai Ketiga belas dibayarkan Bulan Juli 2019 

sebesar Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Juni 2019.  

 

        

 
 



 

 

Pasal II 

 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. 
 

Ditetapkan di Cilacap 

pada tanggal   20 May 201926 

November 2018 
 

BUPATI CILACAP, 

 

ttd 

ttd 
  

TATTO SUWARTO PAMUJI 

 

Diundangkan di Cilacap 
pada tanggal 20 May 201926 26 November 2018 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN CILACAP, 

 
ttd 

 

 

FARID MA’RUF 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR  57 

 

 

 
 

 

 



LAMPIRAN II :  
PERATURAN BUPATI CILACAP 

NOMOR 254   TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
CILACAP TAHUN 2019 
 

INDIKATOR PENGUKURAN 
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 
 
 

Periode Penilaian : Bulan ................. Tahun ................... 

OPD : ..................................... 
 
 

NO PEJABAT PENILAI PNS YANG DINILAI 

1.  Nama  Nama  

2.  NIP  NIP  
3.  Pangkat, Gol. Ruang  Pangkat,  Gol. 

Ruang 

 

4.  Jabatan  Jabatan  
5.  Unit Kerja  Unit Kerja  

 

 

NO INDIKATOR KODE KRITERIA PROSENTASE 
HASIL 

PENGUKURAN 

1.  

CAPAIAN 

KINERJA 
BULANAN 
PEGAWAI 

K1 Nilai > 85  100% 

(60% x 
K1/K2/K3/K4/K5/ 

K6/K7/K8) 

K2 Nilai 75 – 84 95% 

K3 Nilai 60 - 74 85% 

K4 Nilai 50 – 59 75% 

K5 Nilai 40 - 49  50% 

K6 Nilai 20 - 39 25% 

K7 Nilai 1 – 19 10% 

K8 Nilai 0 0%  

2.  
KEHADIRAN 

KERJA 

K9 
Tidak masuk kerja karena 
sakit 

0,5% 

40% - (K9 + K10 + 

K11+K12) 

K10 
Tidak masuk kerja dengan 
alasan yang sah per hari 

1% 

K11 
Tidak masuk kerja tanpa 
alasan yang sah per hari 

2% 

K12 

Tidak memenuhi jam kerja 
(terlambat atau pulang awal) 
per 7 jam 30 menit kumulatif 

dalam 1 bulan 

2% 

3.  
HUKUMAN 
DISIPLIN 

K13 
Tidak dijatuhi hukuman 

disiplin 
100% 

K13/K14/K15/K16 

K14 
Dijatuhi hukuman disiplin 
ringan 

90% 

K15 
Dijatuhi hukuman disiplin 
sedang 

80% 

K16 
Dijatuhi hukuman disiplin 
berat 

50% 

 
 
 
 

 
 
 

JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN 



Jumlah TPP yang 
dibayarkan bulan :.........  
Tahun 2019 

Jumlah TPP = Standar TPP x (% Capaian Kinerja + % Perilaku 
Kerja) x % Hukuman Disiplin 

Rp. …………. 

 

Jumlah TPP = Standar TPP x ((60% x 
K1/K2/K3/K4/K5/K6/K7/K8) + (40% - 

(K9+K10+K11)+K12) x  % K13/K14/K15/K16 
Jumlah TPP =  Rp. ………. 
 

Tanda tangan pejabat yang 
menilai : 

Tanda tangan pejabat/pegawai yang dinilai : 

 
 

BUPATI CILACAP, 
 
 
 
 

TATTO SUWARTO PAMUJI 


